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DPRD Buat Perda
Pelestarian Cagar Budaya

Perda ini untuk memini-
malisir pembongkaran
bangunan cagar budaya.

YOGYAKARTA — DPRD Kota
Yogyakarta berinisiatif membuat per-

Berdasarkan Undang-undang No-

mor 10 Tahun 2010, lanjut dia, ter-
buka kesempatan yang lebih lebar
bagi pemerintah daerah untuk turut
berperan serta aktif dalam melak-
sanakan pelestarian cagar budaya.

“Dibanding undang-undang yang
lama, di dalam undang-undang yang
baru itu, pemerintah kota atau

aturan daerah tentang pelestarian

paten dan pemerintah provin-
si diberi wewenang yang lebih ba-

cagar budaya untuk
ti amanat Undang-undang Nomor 11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
“Peraturan daerah mengenai peles-
tarian cagar budaya itu penting di-
miliki Kota Yogyakarta untuk mem-
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karan bangunan yang diindikasikan
b

nyak. memiliki hak untuk
menetapkan cagar budaya,” katanya
seperti dikutip Antara.

Ali Fahmi mengatakan, hingga
2010 terdapat sekitar 30 benda cagar
budaya dan 400 bangunan warisan
budaya yang ada di Kota Yogyakar-
ta. Sebuah benda atau bangunan bi-

i sebagai b cagar
budaya,” kata Wakil Ketua Komisi
D DPRD Kota Yogyakarta Ali Fahmi
di Yogyakarta, Rabu (3/8).

Menurut dia, adanya kasus pem-
bongkaran bangunan yang berpo-
tensi sebagai bangunan cagar buda-
ya di Kota Yogyakarta tersebut dise-

sa sebagai cagar budaya
apabila telah memenuhi sejumlah
unsur, di antaranya, mewakili masa
gaya yang khas, tingkat keteranca-
mannya tinggi, jenisnya sedikit atau
jumlahnya terbatas.

Pemerintah Kota Yogyakarta,
lanjut dia, memiliki tugas untuk

babkan lamanya proses P cagar budaya
cagar budaya oleh pe i pusat. memberi k i, in-
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sentif atau pembiayaan yang berkai-
tan dengan pelstarian cagar budaya.
“Sejauh ini, pemerintah telah mem-
berikan insentif pajak bumi dan
bangunan (PBB) untuk bangunan
cagar budaya dengan anggaran total
sebesar Rp 292.412.000,” katanya.
Adanya peraturan daerah menge-
nai pelestarian cagar budaya, Fahmi
berharap pemerintah daerah memi-
liki peran lebih besar. Yaitu tidak
hanya memberi insentif PBB namun
juga menganggarkan dana untuk
bantuan renovasi bangunan cagar
budaya, pengadaan tim ahli cagar
budaya dan alokasi dana untuk peles-
tarian cagar budaya secara umum.
Sementara Ketua Dewan Pertim-
bangan Pelestarian Warisan Budaya
(DP2WB), Daud Aris Tanudirjo men-
gatakan, daerah perlu membentuk
peraturan daerah tentang pelestar-
ian budaya sehingga bangunan cagar
budaya tidak semakin hilang.
“Yogyakarta dikenal sebagai kota
budaya. Jangan sampai bangunan-
bangunan baru yang tidak dikenda-
likan akan menghilangkan identitas
Yogyakarta,” katanya.

Sejumlah kasus terkait pembong-
karan bangunan cagar budaya yang
selama ini terjadi, lanjut dia, lebih
disebabkan adanya celah yang bisa
dimanfaatkan pfhak-pihak yang
berkepentingan untuk membongkar
bangunan yang berpotensi menjadi
bangunan cagar budaya. “Proses pe-
netapan bangunan cagar budaya me-
makan waktu cukup lama. Terka-
dang, hal inilah yang kemudian di-
manfaatkan untuk membongkarnya
sebelum ditetapkan,” katanya.

Ia pun berharap, dengan adanya
peraturan daerah tersebut, maka pe-
lestarian cagar budaya di Kota Yog-
yakarta dapat dilakukan secara op-
timal. Selain itu, lanjut dia, guna
mendukung upaya pelestarian cagar
budaya, perlu adanya petugas yang
berwenang untuk melakukan pe-
ngawasan terhadap pengajuan izin
pembangunan di kawasan cagar
budaya. “Terkadang, antara gambar
yang diajukan untuk pengurusan
izin dan realita di lapangan itu ber-
beda. Karenanya, perlu ada petugas
untuk mengawasinya,” katanya.
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